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Bahwa sesuai Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemlihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan terhadap, pelanggaran pemilu 

dan sengketa proses pemilu. Sebagaimana diketahui bahwa Pemilihan Umum dilakukan melalui beberapa tahapan, dan kemungkinan terjadinya sengketa atau pelanggaran 

sangat mungkin terjadi didalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.   

 

Sehubungan dengan itu, maka potensi untuk terjadinya praktek-praktek kecurangan maupun pelanggaran dalam Pemilihan Umum untuk sementara digantungkan kepada 

lembaga pengawas pemilu, dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi tumpuannya. Oleh karena itu, sampai pada titik ini. Institusi Pengawas Pemilu 

masih diharapkan atau tepatnya masih diandalkan sebagai instrument Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (luber dan jurdil) dalam 

penyelenggaraan Pemilu.   

 

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu 

yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.   

Bahwa sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas masingmasing divisi di Bawaslu Kabupaten Cilacap, dalam memberikan gambaran umum menjalankan 

fungsi-fungsi kepengawasan, dengan berorientasi pada cegah, awasi dan tindak, Bawaslu Kabupaten Cilacap telah menerbitkan beberapa buku  sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerjanya pada Pemilu Pileg dan Pilpres Tahun 2019 sebagai berikut :  

 

 

 

No. Judul Buku Bukti dan Dokumen 

1. Cilacap dan Penyelesaian Sengketa Proses  Pemilihan Umum Tahun 2019 Bukti cetak hard copy: terlampir 

Bukti softcopy/e-paper buku PDF: di website ppid Bawaslu Cilacap . 

Klik Informasi Berkala dengan table: Buku 

https://ppid.cilacap.bawaslu.go.id/informasi-berkala/#tab-id-3 

2. Laporan Akhir Pengawasan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga 

3. SDM, Organisasi, dan Laporan Komprehensif 

4. Laporan Akhir Penindakan dan Pelanggaran  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


